
ABSTRAK 

Pemerintah desa menjadi saluran distribusi kesejahteraan masyarakat dengan begitu 

optimalisasi pembangunan negara yang adil dapat tercapai. Pemerintah desa 

diberikan amanah berupa anggaran dana desa. Pemerintahan secara desentralis 

memberikan kesmpatan kepada pemerintah desa untuk menggunakan wewenang 

untuk kesejahteraan masyarakat di desanya. Anggaran Dana Desa yang digunakan 

harus mampu memenuhi target penyusunan ADD. Hasil capaian itu dapat tergambar 

dari pelaporan ADD. Untuk itu tujuan penelitian ini untuk menganalsis akuntabilitas 

pebgelolaan alokasi dana desa guna memajukan kesejahteraan masyarakat di desa 

Kebon Agung Lumajang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan informan dari 

pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini didapatkan 

bahwa penerapan perencanaan program ADD di desa Kebon Agung secara bertahap 

telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif, responsive, transparansi. Hal 

tersebut dilakukan guna mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Walaupun 

penerapan akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik 

sedangkan secara administratif masih belum sempurna. Secara teknis 

pertanggungjawaban ADD sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat 

kendala pada kemampuan sumber daya manusia sehingga memerlukan 

pendampingan lebih. 
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ABSTRACT 

The village government becomes a distribution channel for the welfare of the people 

so that the optimization of equitable state development can be achieved. The village 

government is given a mandate in the form of a village budget. Decentralized 

government gives an opportunity to the village government to use the authority for 

the welfare of the people in the village. The Village Fund budget used must be able to 

meet the target of drafting ADD. The results of this achievement can be illustrated 

from the ADD reporting. For this reason, the purpose of this study is to analyze the 

accountability of village fund allocation management in order to advance the welfare 

of the community in the village of Kebon Agung Lumajang. This research is 

qualitative with informants from the village government and village community 

leaders. The results of this study found that the application of ADD program planning 

in Kebon Agung village had gradually implemented the concept of participatory 

development, responsiveness, transparency. This was done in order to realize 

community empowerment. Although the application of accountability at this stage is 

still limited to physical accountability while administratively still imperfect. 

Technically, the accountability of ADD is already good, but in its implementation 

there are still constraints on the ability of human resources so that it requires more 

assistance. 
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